BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat

menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil,
dimana jika Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan melangsungkan lagi
perkawinan untuk mempunyai lebih dari seorang isteri, maka wajib terlebih
dahulu meminta izin dari Pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permintaan
izin tersebut bilamana alasan-alasannya sudah bersesuaian dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk syarat yang mencakup
alternatif dan syarat kumulatif.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin kepada pemohon untuk
berpoligami tidak lain karena mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimana
ketentuan Pasal 148 R.Bg, disamping adanya alasan-alasannya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk syarat

yang mencakup alternatif dan syarat kumulatif.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang

bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai berikut:



1. Bahwa mekanisme pemberian izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil di
Pengadilan Agama Limboto diharapkan agar lebih dipertimbangkan lagi baik dari
Syarat-syaratnya terutama izin dari atasan/pejabat. Walaupun Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan siap menerima resiko apabila tidak mendapatkan izin dari
pejabat atau atasannya.

2. Bagi PNS yang akan melakukan poligami maka PNS tersebut harus memikirkan
lebih jauh lagi apakah dasar atau alasan poligami sudah tepat dan mendesak atau
tidak. PNS tersebut juga harus memikirkan akibat yang timbul dari poligami
apakah sanggup menghidupi anak dan istri-istrinya dan mampu berlaku adil.

3. PNS yang berpoligami harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan

telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
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